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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 {entang Aparaiur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peraugral Daerah (Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaranl Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Mefiteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pemdeniukan dan Susunan Perangkal Daerali Provinsi
Kalimaritan Barat (Lembarann  Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubaharn Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 5j;

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Keria Dinas Tanaman Pangsn ddn

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 55);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017
Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur inj yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalitmantan Barat.

Pemerintah daerah adalah Gubernul sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan  daerah  yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dinas adalah Dinas Tabaman Pangan dan Hol'tikultura Provinsi
Kalimantan Barat.

Kepala Dillas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Hortikultura vang selanjutnya
disebut UPT Balai Benih Induk Hortikultura adalah unit teknis
operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dibidang benih
induk hortikultura,

Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Benih Induk Holtikultura Provinsi
Kalimmantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil _ dan pegawai pemerintah dengan perjanijian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perijanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalan dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

i7.
18.

19.

Ketentuan Pasal 6 diubah, seiélingga' berbunyi Sebagmbenkut S

(1)
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dlsmgkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat ’Lertentu, dlangka‘t sebageu o

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembma kepegawalan untuk L

menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang bemsz fungs1 dan'-_ g3
tugas berkaitan dengan pelayanan pubhk serta admlmstrasif-' ERE

pemerintahan dan pembangunan

Pejabat Administrasi adala.h Pegawai ASN yang mendudukl Jabatan e

Administrasi pada mstansz pemerintah.

Jabatan Fungsional ad.alah sekelompok. Jabatan yang berlsl fu unga dan-._'. = : :
tugas berkaitan dengan pelayanan f ungsmnal yang berdasarkan pada_ e

keahlian dan keterampﬂan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang men du dulg Jabatan SR

Fungsional pada instansi pemerintah.

Benih tanaman yang selanjutnya disebut bemh adaiah tanaman aiau_-_
bagiannya yang digunakan untuk memp@rbanyak daﬁ :f_atau'_f.l_-'.._:- et

mengembang biakkan tanaman.

Pembenihan adalah segala sesuatu - yaﬁg berkaltan i c{engan;.:

pengembangan sumberdaya genetik pemuhaan tanaman perbanyakan"ﬁ

benih, hortikultura, sertifikasi, peredaran benih dan pengembamganff_ = :
sumberdaya perbemhan yang bertujuan . untuk mendapatkan bemh__f e o

bermutu.

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah sayuran S
bahan obat nabati, dan florikultura,: termasuk di dalamnya Jamur, oo
lumut, dan tanaman air yang berfungsi- sebagal sawran, bahan obat_ e e

nabati, dan/atau bahan esteﬁka

Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasﬂkan buah :3_'

sayuran, bahan obat nabatl florikultura, termasuk di- dajiamnya Jamur i
lumut, dan tanaman air yang berfungsi Sebaga; sayuran baha,n obat-- e

nabati, dan/atau bahan estetika.

Benih hortikultura adalah tanaman horﬂkuitura atau baglan da,rmya_. n : o
vang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbzal{kan_gﬂ SR

tanaman hortikultura,

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Balaa Benih Induk Hormkultura sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dan

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha _
c. Seksi Perbenihan ’I‘anaman Sayuran dan Obat daﬂ

d. Seksi Benih Perbemhan Tanaman: Buah dan Florlkuitura

RARD PERRNGRAT DAERAH | oo v | sgina 00
gﬁgﬂj ) P PRESRAVARGA . -

ARG,




Can

-5

(2) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Induk Hortikultum Sebagmmam
tercantum dalam lampiran yang meTupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi,
Peplat  Administraior, atau Pejabat  Pengawas yang  remitiki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
Jenjangnya sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peratutan perundang-undangan.
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sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18A

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan
setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupun
pefghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,
r'isanmi' r’hfniaﬂlz.qﬂ Koordinator R‘Mnmnnb Jahatan 'E?nnrrmnrm] rlpﬂo'nn

Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan
kegiatan Koofdinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatut lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peratufan perundang-
undangan.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi bilokrasi dan
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di Bidang Organisasi.
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6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Balai Benih Indulk
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya
sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina
Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinjfa, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah - Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

}GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

i i

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal L T 202

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

C X

A.L. LEYSANDRI

RERITA DAERAH PROVINSI
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021 _

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN
2017 TENTANGN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK
HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI
PEMBENIHAN TANAMAN PEMBENIHAN TANAMAN
SAYURAN DAN OBAT BUAH DAN
FLORTIKULTURA

(;% GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
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